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ABSTRAK 

Pemerintah mulai melirik UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan alasan 
bahwa jumlah UMKM di Indonesia semakin meningkat, mampu menopang 
perekonomian dan mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 
(PDB). Direktorat Jenderal Pajak secara dinamis terus melakukan perubahan kebijakan 
perpajakan yang diharapkan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan 
dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Salah satu upaya Direktorat Jendral Pajak 
setelah berakhirnya masa PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah dengan memantau 
kepatuhan penerapan UU Nomor 36 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dampak dari peralihan tarif pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi 
UU No 36 tahun 2008 terhadap laba bersih setelah pajak PT WKY tahun 2021.  

Penelitian ini menganalisis data laba rugi komersial perusahaan, selanjutnya 
memperhitungkan PPh terutang dan membandingkan besarnya PPh terutang sebelum 
dan sesudah penerapan peralihan tarif pajak.. Teknik analisis data yang digunakan di 
dalam melaksanakan penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kuantitatif dan 
Komparatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peralihan tarif pajak bagi 
wajib pajak UMKM masih kurang efektif dalam memulihkan cashflow karena adanya 
kenaikan secara signifikan terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan yang 
berdampak terhadap laba perusahaan. 

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 25, peralihan tarif pajak, perhitungan,pelaporan. 
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ABSTRACT 

The government is starting to look at MSMEs (Micro, Small and Medium 
Enterprises) on the grounds that the number of MSMEs in Indonesia is increasing, they 
are able to support the economy and are able to contribute to the Gross Domestic 
Product (GDP). The Directorate General of Taxes dynamically continues to make tax 
policy changes which are expected to increase taxpayer awareness in compliance with 
tax reporting and payment. One of the efforts of the Directorate General of Taxes after 
the expiration of PP Number 23 of 2018 is to monitor compliance with the 
implementation of Law Number 36 of 2018. This study aims to determine the impact of 
the transfer of tax rates according to PP Number 23 of 2018 to Law No. 36 of 2008 on 
net profit after PT WKY tax in 2021. 

This study analyzes the company's commercial profit and loss data, then takes into 
account the income tax payable and compares the amount of income tax payable before 
and after the application of the transfer of tax rates. The data analysis technique used 
in carrying out this research is Quantitative and Comparative Descriptive Analysis. 

The results of this study indicate that with the transfer of tax rates for MSME 
taxpayers it is still less effective in recovering cash flow due to a significant increase 
in the tax burden borne by companies which has an impact on company profits. 

Keywords: Income Tax Article 25, transfer of tax rates, calculations, reporting. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya pajak menjadi salah satu sumber dana bagi negara 

Indonesia guna melangsungkan pembangunan nasional. Merujuk pada Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 maka pajak dapat dijabarkan 

sebagai suatu kontribusi bagi warga negara yang berkewajiban membayar 

sejumlah dana kepada pemerintah yang sifatnya memaksa, serta tanpa 

memberikan imbalan secara langsung. Di samping itu, penerimaan dana akan 

dialokasikan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, 

pemerintah beberapa kali telah melakukan perubahan dan penyempurnaan 

kebijakan di bidang perpajakan guna untuk meningkatkan penerimaan dana dari 

bidang perpajakan(Triana, 2017).(Fina et al., 2022)(Hermawan & Ramadhan, 

2020)(Aji, 2021)(Elsye Vanomy, 2021)(Ardiantari & Sriyono, 2023) 

Kewajiban dalam membayar pajak ini dimaksudkan bagi kepentingan 

negara dalam menunjang pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang dapat 

digunakan oleh masyarakat. Dalam penerimaan pajak, pemungutan pajak 

diperoleh dari beragam sektor, seperti penghasilan pihak perorangan, 

penjualan, impor, laba atas usaha pihak pribadi atau badan.  Pemerintah 

mengharapkan agar pajak dapat kian meningkat guna menyokong kelancaran 

pembangunan negara (Irawan, 2021). 
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Belakangan ini pemerintah mulai mempertimbangkan keberadaan Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebab kian meningkatnya jumlah UMKM di 

Indonesia yang menyebabkannya mampu menjadi penopang perekonomian, 

jika dikomparasikan dengan perusahaan besar tentu nilai yang dihasilkan akan 

sangat kontras baik dari segi laba maupun peredaran bruto, akan tetapi dengan 

jumlah UMKM yang semakin meningkat dapat turut berkontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha Mikro Kecil Menengah atau umum 

dikenal UMKM menjadi salah satu penerimaan pajak dari laba atas usaha 

(Kemenko Perekonomian, 2022).  

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif milik 

perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki seluruh kriteria usaha 

mikro sesuai yang tercantum di undang-undang. Pemerintah secara dinamis 

terus mengupayakan beragam inovasi guna menaikkan tingkat kepatuhan pajak 

dan penerimaan pajak negara dengan melakukan perubahan terhadap kebijakan 

perpajakan sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia. Sebagai contoh 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang berlaku untuk wajib pajak 

UMKM dengan nominal peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 dan 

berlaku efektif 1 Juli 2018 (Santosa, 2021). 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini menjadi peraturan 

pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tujuan dari 

perubahan ini untuk mengurangi tarif PPh Final yang mulanya 1% menjadi 
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0,5%. Sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan dari 

pendapatan usaha yang diperoleh wajib pajak dengan nominal peredaran bruto 

tertentu, dalam masa pengenaan PPh Final tidak dapat diperpanjang. Pada pasal 

5 yang tercantum dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018), 

dijelaskan bahwa bagi wajib pajak badan berbentuk PT atau perseroan terbatas 

berlaku paling lama tiga tahun.  

Selanjutnya, bagi wajib pajak orang pribadi berlaku paling lama tujuh 

tahun. Sedangkan wajib pajak berbentuk CV atau persekutuan komanditer, 

koperasi dan firma berlaku paling lama empat tahun. Direktorat Jendral Pajak 

mengeluarkan pengumuman dengan nomor (PENG-10/PJ.09/2020) 

menegaskan bahwa bagi wajib pajak yang telah melebihi jangka waktu tertentu 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 wajib membayar angsuran 

PPh Pasal 25 sejak tahun pajak pertama wajib pajak memilih dikenakan PPh 

berdasarkan ketentuan umum(Fitriani, 2018).  

PT WKY merupakan perusahaan yang berdiri pada 6 Februari 2013 dan 

memiliki omzet dibawah Rp4.800.000.000,00. PT WKY merupakan 

perusahaan yang berperasi di bidang jasa konsultasi arsitektur. Pada 12 Maret 

2014, PT WKY terdaftar sebagai wajib pajak badan dengan Klasifikasi 

Lapangan Usaha (KLU) yakni kegiatan konsultasi manajemen lainnya dengan 

kode KLU 70209. Selanjutnya, setelah terdaftar menjadi wajib pajak badan PT 

WKY menggunakan tarif pajak penghasilan final atas peredaran bruto yang 
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sudah diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dan dikarenakan ada perubahan 

mengenai tarif pajak penghasilan final, PT WKY menggunakan tarif pajak 

sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku dalam melakukan perhitungan 

pajak penghasilan. Sementara itu, pada tahun 2021 PT WKY sudah tidak bisa 

lagi menggunakan tarif pajak penghasilan final sesuai PP Nomor 23 Tahun 

2018, karena batas akhir dari pengenaan pajak untuk wajib pajak badan yang 

berbentuk PT adalah tahun 2020. Oleh karena itu, pada tahun 2021 PT WKY 

beralih menggunakan tarif pajak penghasilan badan umum yang disesuaikan 

dengan pasal 17 UU PPh dan juga dapat memanfaatkan kebijakan pasal 31E 

UU PPh.  

Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan PT WKY, masih 

terdapat beban-beban yang belum dikoreksi sesuai peraturan perpajakan yang 

berlaku seperti Keputusan Direktorat Jendral Pajak (KEP), Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) dan UU Nomor 36 Tahun 2008 pada bagian perhitungan 

rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya, pada laporan SPT Tahunan PT WKY pada 

formulir 1771-I Lampiran-I bagian penyesuaian fiskal positif nomer 5 huruf (f) 

tidak terdapat nominal untuk koreksi beban pajak penghasilan. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai peralihan tarif pajak 

final sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi tarif pajak penghasilan badan 

umum, dapat diajukan permasalahan ini ke dalam Skripsi dengan judul 

“Dampak Peralihan Tarif Pajak Penghasilan Badan Sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi Tarif Pajak Penghasilan Umum” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang berikut, adapun yang menjadi rumusan masalah 

antara lain: 

1. Bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan setelah 

adanya peralihan tarif pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi UU 

No 36 Tahun 2008 pada PT WKY? 

2. Bagimanakah dampak dari peralihan tarif pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 

2018 menjadi UU No 36 tahun 2008 terhadap laba bersih setelah pajak PT 

WKY tahun 2021? 

C. Batasan Masalah 

Dalam rangka memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, dan 

sebagai upaya preventif atas pembahasan yang kian meluas hingga memicu 

timbulnya kekeliruan terhadap simpulan yang diperoleh, maka dalam hal ini 

diberikan pembatasan masalah mencakup peralihan tarif pajak penghasilan. 

Dalam penelitian ini yang dilakukan hanya lingkup peralihan tarif pajak 

penghasilan final menjadi tarif pajak penghasilan umum untuk wajib pajak 

badan UMKM yang ada di Bali. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin direalisasikan dalam penelitian ini yakni sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan 

setelah adanya peralihan tarif pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 

menjadi UU No 36 Tahun 2008 pada PT WKY. 

2. Untuk mengetahui dampak dari peralihan tarif pajak sesuai PP Nomor 23 

Tahun 2018 menjadi UU No 36 tahun 2008 terhadap laba bersih setelah 

pajak PT WKY tahun 2021. 

Penelitian ini harapannya mampu membawa sejumlah manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini harapannya mampu menjadi sarana dalam 

mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dan 

mampu menghadirkan gambaran, pemahaman serta wawasan yang luas 

mengenai kebijakan pajak terbaru mengenai peralihan tarif pajak final 

sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi  tarif pajak umum sesuai UU No 

36 tahun 2008.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini harapannya mampu berperan sebagai tambahan 

kepustakaan atau referensi di lingkungan akademis sehingga dapat 

memberikan manfaat yang berkepentingan mengenai peraturan – peraturan 

perpajakan yang baru. Sehubungan dengan adanya peralihan tarif pajak ini 
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diharapkan perusahaan dapat mengetahui dampak yang akan terjadi setelah 

melakukan metode tarif pajak yang terbaru. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka 

simpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Berlakunya peralihan tarif pajak final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 

menjadi ke tarif umum sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 ini, PT WKY sudah 

memanfaatkan fasilitas sebagaimana dalam pasal 31E UU Nomor 36 Tahun 

2008 dengan tarif 50% dan sesuai dengan pasal 17 ayat (2a) dengan tarif 22%. 

Setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal akan memperoleh laba neto fiskal 

sebesar Rp436.996.000,00 dan besarnya PPh terutang pada tahun 2021 PT 

WKY berdasarkan perhitungan dengan menggunakan tarif berdasarkan pasal 

31E UU No 36 Tahun 2008 dan pasal 17 ayat (2a) yakni sebesar 

Rp48.069.560,00. Pada perhitungan laba fiskal yang telah dilakukan oleh 

perusahaan masih terdapat selisih dengan yang sesungguhnya, karena terdapat 

beban KITAS, beban telepon seluler dan pendapatan bunga bank yang belum 

dikoreksi sesuai KEP dan UU Nomor 36 Tahun 2008. Total selisih laba fiskal 

dari perhitungan perusahaan dengan perhitungan yang sesungguhnya sebesar 

Rp54.037.398,00, maka dengan adanya selisih dari beban-beban yang belum 

koreksi perusahaan wajib melakukan pembetulan pada perhitungan PPh 

terutang dan SPT Tahunan. Pada tahun 2021 merupakan tahun pajak pertama 
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bagi PT WKY dalam melakukan perhitungan angsuran pajak berdasarkan UU 

No 36 Tahun 2008, maka pelaporan atas PPh Pasal 25 akan dianggap nihil 

sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal 

Pajak Nomor SE-25/PJ/2019. 

2. Adanya skema pergantian tarif pajak ini berdampak pada laba bersih setelah 

pajak tahun 2021 pada PT WKY. Setelah dilakukannya perhitungan dan 

perbandingan laba bersih setelah pajak sebelum dan sesudah peralihan tarif 

pajak, terdapat kenaikan besarnya pajak penghasilan badan yakni 91% yang 

berdampak pada menurunnya laba bersih setelah pajak sebesar 12%. Jika 

dilihat dari konsep keadilan vertikal dan keadilan horizontal dalam penerapan 

tarif pajak dengan tarif umum sebagaimana UU Nomor 36 Tahun 2008 

memberikan keadilan dalam pembayaran pajak terutang setiap wajib pajak 

badan, karena melihat kondisi perusahaan dan dihitung dari laba fiskal 

sebelum pajak dibandingkan dengan penerapan tarif final sebagaimana 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang hanya melihat dari sisi 

peredaran bruto saja. Namun, dalam penerapan tarif umum berdasarkan UU 

Nomor 36 Tahun 2008 masih belum efektif dalam memulihkan cashflow 

karena besarnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan dampak 

lain yang akan diakibatkan saat dalam pembayaran PPh Badan pada saat SPT 

Tahunan 2021 nilainya akan cukup signifikan karena dampak yang 

ditimbulkan dari nihilnya angsuran pajak tahun berjalan. 
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B. Implikasi 

Berlakunya tarif baru bagi wajib pajak UMKM berbentuk PT ini berimplikasi 

pada peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM yang dapat dilihat dari kesuaian 

perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan undang-undang yang 

berlaku. Dengan adanya peralihan tarif pajak penghasilan juga berimplikasi 

terhadap besarnya PPh terutang dan laba bersih setelah pajaknya. Besarnya PPh 

terutang PT WKY setelah penerapan tarif baru sebesar 50% berdasarkan pasal 31E 

UU Nomor 36 Tahun 2008 dan 22% sesuai dengan pasal 17 ayat (2a) menjadi 

lebih tinggi sehingga berdampak pada cash flow perusahaan disaat kondisi 

keuangan masih belum stabil. Dengan terjadinya kenaikan pada PPh terutang 

menyebabkan laba bersih setelah pajak pada tahun 2021 lebih rendah, maka dari 

itu atas kenaikan tersebut masih belum membantu meningkatkan kemampuan PT 

WKY dalam mempertahankan usahanya dan mampu mengembangkan usahanya 

lebih jauh lagi,dikarenakan beban pajak yang ditanggung lebih besar. 

C. Saran 

Mengacu pada hasil pembahasan serta simpulan yang dipaparkan di atas, 

adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut: 

1. Bagi wajib pajak yang teliti 

PT WKY merupakan wajib pajak badan UMKM yang tidak lagi 

memenuhi kriteria selaku wajib pajak sebagaimana yang tercantum dalam PP 

Nomor 23 Tahun 2018, dikarenakan pada tahun 2021 PT WKY sudah 
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melakukan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum 

sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008. Dalam melakukan perhitungan pajak 

penghasilan PT WKY sudah mengikuti ketentuan yang berlaku, kiranya tetap 

mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan 

perpajakan yang berlaku di Indonesia yang sewaktu-waktu akan mengalami 

perubahan kembali. PT WKY harus teliti dalam melakukan perhitungan 

rekonsiliasi fiskal dan penempatan nominal pada lampiran SPT Tahunan agar 

meminimalisir kesalahan dalam pelaporan pajak tahunan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya yang hendak menjalankan penelitian sejenis, 

dianjurkan agar melakukan pengujian dengan memperluas subjek penelitian 

dengan beberapa subjek pajak badan khususnya untuk kategori UMKM, 

melakukan penelitian dengan kebijakan perpajakan yang terbaru dan 

menggunakan sektor usaha yang lebih banyak lagi agar mendapatkan 

perbandingan dari masing-masing sektor usaha. 
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